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V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dimuat dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis

dapat mengambil kesimpulan yaitu: dasar pertimbangan Hakim Mahkamah

Agung dalam menerima kasasi terdakwa dan kemudian memberikan putusan

bebas terhadap terdakwa adalah karena Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado

dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak mempertimbangkan alasan-

alasan pemohon kasasi melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap

atasannya dengan berkata kasar, hal ini dilakukan sebagai luapan emosi terdakwa

pemohon kasasi setelah mengetahui istri terdakwa telah diperkosa oleh atasannya

Iskandar Datau, Ahmad datau, dan Ferry Kastilong.  Berdasarkan pada Pasal 49

ayat (2) KUHP bahwa perbuatan terdakwa dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf.

Dalam pengambilan putusan, hakim Mahkamah Agung lebih menggunakan teori

keseimbangan dan teori pendekatan pengalaman untuk mengetahui bagaimana

dampak dari putusan yang dijatuhi dalam suatu perkara dilihat dari pelaku, korban

maupun masyarakat. Sedangkan teori Ratio Decidendi yaitu suatu teori yang

didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala

aspek yang berkaitan dengan sengketa dan kemudian mencari peraturan

perundang-undangan lain yang relevan dengan perkara.

B. Saran
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Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis ajukan

sebagai bahan masukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan adalah bahwa

hakim harus memutus perkara semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran

keadilan serta dengan tidak membeda-bedakan individu serta hakim harus

mempertimbangkan sifat baik dan jahat terdakwa, sebab akibat terjadinya pidana.

Selain itu hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis

terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan, hal ini sesuai dengan 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, dan

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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